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PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 09 TAHUN 2014 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT 
NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN 

PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN TAPAK 
YANG DIBANGUN OLEH PENGEMBANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan bantuan 
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumbagi 
masyarakat berpenghasilan rendah terhadap 
perumahan yang dibangun oleh pelaku 
pembangunanperlu melakukan perubahan Peraturan 
Menteri Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 04 
Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan 
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 
Tapak yang Dibangun oleh Pengembang; 

b. bahwa perumahan yang dibangun oleh pelaku 
pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
untuk rumah berbentuk tunggal (tapak) dan rumah 
susun umum sewa (Rusunawa); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf b perlu menetapkan Peraturan 
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Menteri Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 04 
Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan 
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 
Tapak yang Dibangun oleh Pengembang; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4355); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5188); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 
Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5252); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
Republik Indonesia; 
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8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara 
Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon 
IKementerian Negara; 

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 
2012; 

10. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 17 Tahun 
2007TentangPedoman Teknis Pengelolaan Barang 
Milik Daerah; 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK. 06/2007 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, 
Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan 
Barang Milik Negara; 

12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 
22/PERMEN/M/2008 Tentang Standar Pelayanan 
Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi 
dan Daerah Kabupaten/Kota; 

13. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 
16 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan 
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah 
Kabupaten/Kota; 

14. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 
21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perumahan Rakyat sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2013; 

15. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 
2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 
Perumahan Dalam Rangka Pengadaan Perumahan 
Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah 
Sejahtera; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERUMAHAN 
RAKYAT NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN 
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UTILITAS UMUM PERUMAHAN TAPAK YANG DIBANGUN 
OLEH PENGEMBANG. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 
04 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Prasarana, 
Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan TapakYang Dibangun Oleh 
Pengembang ditambahkan sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 6 diubah, angka 13 dihapus, 
disisipkan 2 (dua) angka antara angka 8 dengan angka 9 yakni angka 
8a dan angka 8b, serta disisipkan 1 (satu) angka antara angka 14 
dengan angka 15 yakni angka 14a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang selanjutnya 

disebut bantuan PSU adalah pemberian sebagian komponen PSU 
yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan PSU perumahan 
dan kawasan permukiman, yang pelaksanaannya dilakukan oleh 
pelaku pembangunan yang membangun rumah baru untuk 
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

2. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian 
yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat 
tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. 

3. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi 
untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan 
kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. 

4. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan 
lingkungan hunian.  

5. Jalan adalah prasarana transportasi darat di dalam perumahan 
dan kawasan permukiman yang meliputi segala bagian 
jalan,termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang 
diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan 
tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah 
dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta 
api, jalan lori, dan jalan kabel. 

6. Saluran drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan 
air permukaan jalan ke badan air atau ke bangunan resapan 
buatan. 
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7. Masyarakat berpenghasilan rendah, yang selanjutnya disingkat 
MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli 
sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk 
memperoleh rumah. 

8. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat 
tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan 
harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. 

8a. Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan 
untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah 

8b.  Rumah susun umum sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa 
adalah rumah susun umum yang pemanfaatannya dilakukan 
dengan cara sewa. 

9. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari 
permukiman perkotaan ataupun perdesaan, yang dilengkapi 
dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya 
pemenuhan rumah yang layak huni. 

10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri 
atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai 
prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta mempunyai 
penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau 
kawasan perdesaan.  

11. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di 
luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun 
perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau 
lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung 
perikehidupan dan penghidupan. 

12. Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk 
memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR.  

13. Dihapus. 
14. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang selanjutnya 

disingkat FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan 
perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang 
pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan 
Rakyat. 

14a.Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit yang 
selanjutnya disingkat SP3K adalah surat yang menunjukkan 
bahwa permohonan pengajuan kredit oleh orang atau badan 
hukum yang telah disetujui oleh bank pelaksana Kredit Pemilikan 
Rumah (KPR);  
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